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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah diuraikan 
sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pasal 7 Ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 sebagai wujud pemberdayaan petani 
berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo sudah terlaksana meskipun masih 
adanya beberapa kendala yang masih dihadapi, seperti: 
a. Kurangnya tenaga ahli di Dinas Pertanian Kabupaten Kulon Progo untuk 
melakukan pendidikan dan pelatihan terkait teknologi terbaru. 
b. Sulitnya mencari lahan baru yang cukup luas untuk menggantikan sawah-
sawah yang telah beralih fungsi menjadi bandara seluas 130 Ha. 
c. Kurangnya kemampuan para petani dalam mengembangkan ilmu 
pengetahuan. 
d. Keterbatasan dana untuk permodalan. 
e. Terbatasnya jumlah SDM di Dinas Pertanian Kabupaten Kulon Progo yang 
melakukan penyuluhan langsung ke seluruh daerah di Kulon Progo. 
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B. Saran 
Berdasarkan pada kesimpulan di atas, penulis dengan segala kekurangan 
dan kerendahan hati ingin memberikan saran yang sekiranya dapat berguna bagi 
semua pihak. Saran tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Dinas Pertanian Kulon Progo sebagai Dinas yang berwenang menjalankan 
amanah dari Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 haruslah 
meningkatkan kemampuan para SDM dalam pengetahuan dan penggunaan 
teknologi terbaru. 
2. Meminta bantuan Dinas Petanian ditingkat Provinsi dalam mempercepat 
pencarian lahan pengganti lahan sawah yang beralih fungsi menjadi bandara. 
3. Meningkatkan kesadaran bagi para petani muda untuk lebih inisiatif dalam 
mempelajari teknologi terbaru. 
4. Upaya Kementrian Pertanian dalam mempercepat kemajuan pertanian di 
daerah-daerah yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas dengan 
melakukan pemberdayaan terhadap para tenaga ahli. 
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